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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Umum BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung

jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi

kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program

jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang

didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang

panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja,

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang

pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses

lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut

landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun

1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial

tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta

dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977

tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.
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Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).Dan melalui PP No.36/1995

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga

Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi

kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai

pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang

itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat

2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan

kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan

perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus

berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1
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Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT

Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan

penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan

sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat

dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS

Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha

saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan

ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2 VISI dan MISI

Adapun visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru antara lain sebagai

berikut :

1. Visi

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia,

terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

2. Misi

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi

perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:
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- Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja

dan keluarga.

- Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan

kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

- Negara: Berperan serta dalam pembangunan.

2.3 Struktur Organisasi

BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru dalam merealisasi tujuan mempunyai

struktur organisasi yang didalamnya ditetapkan kedudukan, wewenang,

tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota sehingga mereka

bertanggug jawab kepada tugas yang harus dilaksanakannya. Secara

ringkas pembagian tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi BPJS

Ketenagakerjaan dapat dilihat pada gambar II.I berikut ini :
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1. Tugas Kepala Kantor Cabang

Tugas dari Kepala

Kantor Cabang ialah :

a. Menyusun dan memantau implementasi rencana kerja dan anggaran

tahunan Cabang kelas 1, guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi

biaya ;

b. Mengendalikan kegiatan pengembangan kepesertaan formal dan

informal selaras dengan kebijakan wilayah, guna memastikan

tercapainya target pemasaran ;

c. Memantau kegiatan pengelolaan peserta melalui program CRM di

Cabang kelas 1, guna memastikan tercapainya target peningkatan iuran

d. Mengarahkan pengelolaan program PKP selaras dengan kebijakan

wilayah, guna memastikan program PKP mendukung efektivitas

kegiatan pemasaran ;

e. Mengarahkan dan memantau penyelenggaraan program manfaat dan

kegiatan pelayanan, guna tercapainya kepuasan pelanggan.

2. Tugas Kepala Pemasaran Informal Cabang

a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang, untuk

menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya.

b. Menyusun program pemasaran (dalam rangka pengembangan

kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di kantor cabang selaras

dengan strategi pemasaran wilayah, sebagai acuan kegiatan

operasional.
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c. Mengkoordinasikan implementasi program pemasaran di bidang jasa

konstruksi dan sektor informal serta memantau tingkat pencapaian,

untuk memastikan target kepesertaan tercapai dengan efektif dan

efisien.

3. Tugas Kepala Pelayanan Cabang

a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang

Pelayanan, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di

bidang Pelayanannya.

b. Mengkoordinasikan proses Penetapan Jaminan, guna memperoleh

besaran jaminan yang akurat,

c. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan bagi peserta, agar sesuai

dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

4. Tugas Kepala Umum dan SDM Cabang

a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang SDM &

Umum, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di

bidangnya.

b. Mengelola pemenuhan kebutuhan SDM, guna memastikan efektivitas

penempatan di Cabang sesuai dengan spesifikasi jabatan.

c. Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, untuk

mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan.

5. Tugas Kepala Keuangan dan TI

a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang

Keuangan & TI Cabang kelas 1 Keuangan & TI, untuk menjaga
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efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Keuangan & TI Cabang

Kelas 1 nya.

b. Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap Unit kerja, untuk

memperoleh acuan dalam pengelolaan dana.

c. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, agar kegiatan operasional

cabang dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

6. Tugas Pemasaran Informal

Melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan

kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta di sektor informal dan jasa

konstruksi, memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan

cepat dan tepat, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran

informal yang telah dibebankan dan untuk menjaga kepuasan peserta.

7. Pelayanan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian

Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim

program JHT & JK, menentukan besar klaim dam memproses klaim sesuai

ketentuan yang berlaku, guna memenuhi kewajiban pembayaran klaim

kepada peserta dengan tepat jumlah dan tepat waktu.

8. Teknologi Informasi (TI)

Melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan

pemeliharaan hardware, software dan jejaring, serta mengelola database

dan apikasi, guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat

systeminformasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat

kepada peserta dan untuk efektivitas kegiatan operasional.
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9. Bagian Umum

Mengkoordinasikan pemberian layanan umum dan penyediaan

barang/jasa sesuai kebutuhan, serta melaksanakan program komunikasi

sesuai arahan, guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran

operasional.

10. Administrasi Informal

Khusus menghimpun data yang terkait dengan kegiatan

pemasaran dan administrasi kepesertaan informal khusus, menyiapkan

sarana prasarana penunjang kegiatan pemasaran serta melakukan

pelayanan dokumen administrasi dan penghitungan besar iuran serta

denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan dokumen yang

lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan pemasaran informal

khusus.

11. Administrasi Pemasaran

Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan

pemasaran dan administrasi kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen

administrasi dan penghitungan besar iuran serta denda (jika ada), guna

menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk

mendukung kelancaran kegiatan pemasaran.

2.4 Aktivitas Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan

bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan
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penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Asuransi adalah

istilah yang digunakan untuk merujuk pada tingkatan, sistem, atau bisnis dimana

perlindungan finansial (ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan

dan lain sebagainya yang mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang

tidak dapat diduga.Sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi

tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan memberikan

perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program meliputi : Jaminan

Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,Jaminan Hari Tua,Jamina Pemeliharaan

Kesehatan.

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko

yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang

diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik

maupun mental, maka perlu adanya Jaminan Kecelakaan Kerja.

mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya relatif

sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya maka Jaminan atau santunan

hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan

tenaga kerja yang bersangkutan tidak bekerja lagi.

b. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja

akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh

pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh
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karena itu, diperlukan Jaminan Kematian dalam upaya meringankan beban

keluarga dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang

c. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi

mampu bekerja.Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan

kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu

mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah.

Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang

dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai

usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan

produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-

baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif).

Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak

sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah

selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui

program jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.


